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KATA PENGANTAR 
 
 

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan 

karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja  Instansi 

Pemerintah (LKJIP) Dinas Pertanian Tahun 2018.  LKJIP Dinas Pertanian  tahun 2018 

merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pertanian  dalam mengimplementasikan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan 

dalam Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014  tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014  tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

LKJIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang 

kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pertanian 

telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKJIP .  

Adapun tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana 

Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-

masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran  saat ini untuk percepatan 

dalam meningkatkan kulitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan 

datang. Melalui penyusunan LKJIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-

prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas 

di lingkungan pemerintah . 

Demikian LKJIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan khususnya untuk  peningkatan  kinerja di masa mendatang. 

 

Purbalingga,  31 Desember 2018 

KEPALA DINAS PERTANIAN 
KABUPATEN PURBALINGGA 

 
 
 

Ir. LILY PURWATI  
Pembina Utama Muda 

NIP. 19590614 198603 2 005 
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IHTISAR EKSEKUTIF 

 

Dinas Pertanian dalam kurun waktu Tahun 2017 s/d 2021 secara bertahap bermaksud 

mewujudkan sistem Pertanian produktif berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal 

dan hutan lestari untuk meningkatkan kemandirian pangan nilai tambah daya saing dan 

kesejahteraan masyarakat,  hal tersebut sesuai dengan visi Dinas Pertanian  Tahun 2017 

s/d 2021. 

Guna mewujudkan visi dimaksud salah satu tujuan utama Dinas Pertanian adalah 

Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan nilai tambah, 

menurunya lahan kritis dan peningkatan kesejahteraan petani. 

Mengacu pada tujuan dimaksud, maka sasaran pembangunan pertanian di Kabupaten 

Purbalingga pada tahun 2018 : 

1. Pencapaian Swasembada dan Swasembada berkelanjutan (swasembada Padi, 

jagung, dan kedelai untuk mendukung program nasional dan swasembada 

berkelanjutan padi) 

- Produktivitas Padi 61,67 Kw/Ha 

- Produktivitas Jagung 57,85 Kw/Ha 

- Produktivitas Kedelai 12,44 Kw/Ha 

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2018, Dinas Pertanian telah 

melaksanakan 7  program dengan 35  kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp. 

8.651.915.000,-  yang bersumber dari APBD dan Rp 19.857.678.000,- dari APBN. 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan tersebut, 

menunjukan capaian kinerja akuntabilitas kinerja Dinpertan Kabupaten Purbalingga 

pada tahun 2018 

1. Keberhasilan Pengukuran Kinerja: 

a. Produksi Padi : 101,51% 

b. Produksi Jagung : 75,68 % 

c. Produksi Kedelai : 4.563,86% 

d. Produksi Daging : 107,33% 

2. Keberhasilan Realisasi Pendapatan Ristribusi Daerah sebesar 100,13 % 

3. Keberhasilan Realisasi Kegiatan  Fisik 80 % dan Keuangan 73,44 % 
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BAB. I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (Good Governance)  merupakan 

prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan 

mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan 

pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, 

terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, 

dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Sehubungan dengan hal tersebut dia atas, sebagi perwujudan 

pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan 

Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan 

visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.  

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan organisasi  kerja 

perangkat daerah yang handal, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten 

Purbalingga telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga.  

Kedudukan  Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga untuk selanjutnya disingkat 

Dinpertan, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

tugas dibidang Pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten 

Purbalingga.  

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, bedasarkan struktur organisasi 

Dinpertan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 didukung dengan jumlah pegawai 

sebanyak 81 orang pegawai. 

Program/Kegiatan pembangunan urusan pertanian,  yang dilaksanakan Dinas 

Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 meliputi 7 Program dengan 35  

kegiatan sumber anggaran APBD Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 

8.651.915.000,- , APBN Tugas Pembantuan Kabupaten dan Provinsi, 3  Kegiatan 

Anggaran Rp 19.857.678.000,-. 
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Tabel 1.1  
Jumlah PNS, CPNS dan PTT Dinas Pertanian  

Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2018 

 

No Pendidikan 
 Status Kepegawaian  

Jumlah 
% 
 

PNS  CPNS PTT PNS 
Dpb 

1 SD 1 - - - 1 0,34 

2 SMP 3 - 3 - 6 2,06 

3 SMA 23 - 59 - 82 28,08 

4 D3 68 - 9 - 77 26,37 

5 S1 66 - 57 - 123 42,12 

6 S2 3 - 0 - 3 1,03 

 Jumlah  165 - 127 - 292 100,0 

 

 

Tabel 1.2 
Pegawai  Dinas Pertanian  

Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Golongan 
Tahun 2018 

 

No Golongan 
Status Kepegawaian  

Jumlah 
% 
 PNS  CPNS 

1 Gol I 2 - 2 1,5 

2 Gol II 48 - 48 18,4 

3 Gol III 101 - 101 72,5 

4 Gol IV 14 - 14 7,6 

 Jumlah 165 - 165 100,0 

 

 

Tabel 1.3 
Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian  

Kabupaten Purbalingga Yang telah Mengikuti Pendidikan Struktural   
Tahun 2018 

 

No Tingkat Diklatpim Jumlah 

1 I - 

2 II 1 

3 III 3 

4 IV 8 

 Jumlah 12 
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Tabel 1.4 
Data Pegawai Dinas Pertanian  

Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Esselon   
Tahun 2018 

 

 

No Tingkat Esselon Jumlah 

1 II a - 

2 II b 1 

3 III a 1 

4 III b 2 

5 IV a 14 

6 IV b 2 

 Jumlah 20 

 

 

Tabel 1.5 
Pembagian Staf Dinas Pertanian Kabupaten 

Data Pegawai Dinas Pertanian  
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tahun 2018 

 

No. Jabatan Jumlah Pejabat 
(Orang) 

Jumlah Staf 
(Orang) 

1 Kepala Dinas 1 - 

2 Sekretaris Bidang 1 - 

3 Kasubag Perencanaan 1 5 

4 Kasubag Umum dan Kepegawaian 1 15 

5 Kasubag Keuangan 1 4 

6 Bidang Tanaman Pangan  1 - 

7 Kasi Produksi Tanaman Pangan 1 3 

8 Kasi Perbenihan dan Perlindungan 

Tanaman Pangan 

1 4 

9 Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Tanaman Pangan 

1 4 

10 Bidang Perkebunan dan Hortikultura - - 

11 Kasi Produksi Perkebunan dan 

Hortikultura 

1 5 

12 Kasi Perbenihan dan Perlindungan 

Perkebunan dan Hortikultura 

1 5 

13 Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Perkebunan dan Hortikultura 

1 3 

14 Bidang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan 

1 - 

15 Kasi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan 1 9 

16 Kasi  Kesehatan Hewan 1 5 
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17 Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner, 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Peternakan 

1 4 

18 UPTD Perbenihan 1 9 

17 UPTD Pusat Kesehatan Hewan 1 10 

18 18 BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) 

Kecamatan 

2 2 

19 Kelompok Jabatan Fungsional 112  

 

 

1. Daftar asset yang dikelola 

Aset yang di kelola Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga meliputi 

Tanah/Kebun, Gedung/Kantor dan Sarana Prasarana Kantor yang meliputi, 65 

Jenis barang  

 

Tabel 1.6  
Data Sarana dan Prasarana Milik Dinas Pertanian  

Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Jenis,  
Jumlah dan Kondisi Tahun 2018 

 

No 
Jenis Barang/Nama 

Barang  
Jumlah 
Barang  

Keadaan Barang 
 

B KB RB 

1 Gedung  12 8 4 - 

2 Kendaraan Roda 4  6 4 1 1 

3 Kendaraan Roda 2 53 25 28 - 

4 Komputer 24 12 12 - 

5 Laptop 8 4 - 4 

6 Printer 23 12 11 - 

7 Handycam  1 - - - 

8 Camera Digital  4 4 - - 

9 Kursi Lipat 150 130 20 - 

10 Kursi Tamu/Meja Tamu 7 7 - - 

11 Kursi Kayu 64 30 34 - 

12 Kursi Putar 25 12 13 - 

13 Meja Tulis 6 6 - - 

14 Meja Komputer 15 - 15 - 

15 Meja Telephone  1 1 - - 

16 Meja Tambahan  - - - - 

17 Meja Rapat Pim. - - - - 

19 Meja Rapat 42 42 - - 

20 Filing Kabinet 30 22 18 - 

21 Rak Buku 3 3 - - 

22 Telephone 1 1 - - 

23 Telephone Lokal 14 14 - - 

24 Lemari 62 26 36 - 

25 Rak Besi  - - - - 
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26 Kursi Rapat 189 189 - - 

27 Lemari Es 3 3 - - 

28 VCD 7 7 - - 

29 TV 14 9 5 - 

30 Mesin Pompa Air 4 4 - - 

31 Mesin Potong Rumput 1 1 - - 

32 Peti Uang  3 3 - - 

33 Vacum Cleaner - - - - 

34 White Board Electric - - - - 

35 Mesin Tik Manual  17 - 17 - 

36 White Board  7 7 - - 

37 OHP 9 - 9 - 

38 Wireless 8 - 8 - 

39 Mesin Tik Electric - - - - 

40 Plotter - - - - 

41 Radio 5 - 5 - 

42 Podium - - - - 

43 Stabilizer - - - - 

44 AC 4 4 - - 

45 Lemari Data 10 7 3 - 

46 Jam Dinding  - - - - 

47 Rak Arsip 5 5 - - 

48 Screen  - - - - 

49 Peta  2 2 - - 

50 Kipas Angin  1 1 - - 

51 Foto Presiden/ Wakil  1 1 - - 

52 Lambang Garuda 1 1 - - 

53 Dispenser 1 1 - - 

54 UPS - - - - 

55 Scanner 6 6 - - 

56 Projector 5 4 - - 

57 Faximile 1 1 - - 

58 Sound System 2 2 - - 

59 Voice Recorder  - - - - 

60 Finger Print - - - - 

61 Fasilitas Internet 1 1 - - 

62 GPS 4 4 - - 

63 Altimeter - - - - 

64 Telekompren - - - - 

65 Komputer Tablet 1 1  - - 
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B. Landasan Hukum 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten 

Purbalingga didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain sebagai 

berikut : 

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita 

Negara Nomor 42 Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 

Tanaman; 

  

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

4. Peraturan Presiden  Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standard Akuntansi 

Pemerintah 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan 

Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 Tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Purbalingga 

 
 

C.  Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Sebagai pelaporan  pertanggungjawaban Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga 

atas mandat yang telah diberikan oleh Bupati Kepada Dinas Pertanian Kabupaten 

Purbalingga dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil. 

2. Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Dinas Pertanian  adalah : 

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis  OPD sebagaimana 

yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD; 
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2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan ditahun mendatang, khususnya 

dalam perencanaan kinerja ditahun mendatang; 

3. Sebagai bukti akuntabilitas  kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam 

rentang waktu satu tahun . 

 

D. Gambaran Umum 

Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga  di bentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 

13 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Purbalingga yang mempunyai tugas pokok  melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan di bidang pertanian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh 

Bupati. 

Urusan yang di bebankan oleh Bupati Purbalngga kepada  Dinpertan  Kabupaten 

Purbalingga adalah Urusan Pertanian,  dituangkan dalam Target Kinerja  dan  

Program/Kegiatan Tahun 2018. 

Dalam rangka  memenuhi  target kinerja yang telah dibebankan pada OPD Dinpertan 

ditelah di susun Rencana Strategik Tahun 2017–2021 mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD) Kabupaten  Purbalingga 2017-

2021, Khususnya misi yang ke V (Lima) 

Susunan Organisasi Dinas Pertanian  

(Dinpertan) Kabupaten Purbalingga terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 

Bidang Tanaman Pangan, Bidang Perkebunan dan Hortikultura, Bidang Peternakan 

dan Kesehatan Hewan, UPTD Perbenihan dan UPTD Pusat Kesehatan Hewan. 

 

E. Permasalahan utama (strategic issued)  

Permasalahan utama pada urusan pertanian,  di Kabupaten Purbalingga secara 

umum meliputi.  

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global yang 

mengakibatkan adanya serangan hama peyakit, timbulnya bencana alam banjir di 

musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau, 

2. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana pertanian,  

3. Status dan kepemilikan lahan < 0,5 Ha, 

4. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga 

usahatani, 

5. Masih rawannya ketahanan pangan, 

6. Belum berjalanya diversifikasi pangan dengan baik, 

7. Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) 
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F. Sistematika Penulisan 

 

JUDUL  

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

BAB I  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

B. Landasan Hukum 

C. Maksud Tujuan  

D. Gambaran Umum  

E. Permasalahan Utama  

F. Sistematika Penulisan  

BAB II  PERENCANAAN KINERJA 

A. Rencana Strategis 

B. Penetapan Kinerja 

BAB III             AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

B. Realisasi Anggaran 

BAB IV             PENUTUP 

A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan 

B. Permasalahan Yang Dihadapi 

C. Permasalahan Strategi Pemecahan Masalah 
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BAB. II 

 PERENCANAAN KINERJA 

 

Pada Tahun 2018 Dinas Pertanian bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama 

yaitu :  

1. Pencapaian Swasembada dan Swasembada dan Swasembada berkelanjutan 

(swasembada jagung, kedelai dan gula untuk mendukung program nasional dan 

swasembada berkelanjutan padi) Peningkatan Nilai tambah dan daya saing eksport 

2. Menurunnya lahan kritis 

3. Peningkatan kesejahteraan petani. 

Sasaran–sasaran dimaksud perlu prioritaskan dalam rangka mendukung tercapainya visi 

Dinas Pertanian yaitu; “Pertanian produktif, berkelanjutan, yang berbasis 

sumberdaya lokal dan hutan lestari untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai 

tambah, daya saing dan kesejahteraan petani”. 

Guna mencapai sasaran dimaksud pada tahun 2018 telah ditetapkan 7 Program 35 

Kegiatan. 

 

A. PERENCANAAN STRATEGIS 

1. Visi Kabupaten Purbalingga       

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa 

yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi  Pemerintah Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2016–2021 yaitu: “Purbalingga yang maju, mandiri dan 

berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berkeadilan dan berakhlak 

mulia” 

 
2.  Misi Kabupaten Purbalingga 

Kinerja OPD Dinas Pertanian mengacu pada Misi Ke 5 Pemerintah Kabupaten 

Purbalingga yaitu : “Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi 

rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri 

pengolahan, manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif 

dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal 

serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan 

usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja”. 
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     3.   Tujuan Pembangunan Pertanian,  

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh OPD 

Dinas Pertanian yaitu : 

a. Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang 

berbasis sumberdaya lokal 

b. Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan 

c. Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk   diversifikasi 

pangan 

d. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian dan  

e. Meningkatkan pendapatan  dan kesejahteraan petani 

4.    Sasaran 

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun adalah sebagai berikut : 

Tujuan Indikator 

Tujuan 

Sasaran Indikator 

Sasaran 

Satuan Target Kinerja Sasaran 

2017 2018 2019 2020 2021 

Meningkatnya 

kesejahteraan 

pelaku usaha 

pertanian 

Nilai Tukar 

Petani 

Meningkatnya 

kemandirian 

dan daya 

saing sektor 

pertanian 

Produksi   

Padi Ton 254.711 257.258   252.003 253.503 254.307 

Jagung Ton   40.130    40.531 40.936 41.244 41.759 

Kedelai Ton        225        228   702 756 235 

Daging Ton  14.634     14.781   14.929 15.078 15.229 

NTP   

NTP Sub 

sektor Padi 

Palawija 

Nilai  101,09 101,60 102,10 102,61 

NTP sub 

sektor 

Tanaman 

Hortikultura 

Nilai 107,15 107,79 108,44 109,09 

NTP Sub 

Sektor 

Perkebunan 

Nilai 102,94 103,45 103,97 104,60 

NTP Sub 

Sektor 

Peternakan 

Nilai 102,35 102,85 103,38 103,89 

PDRB Sektor 

Pertanian 

Milyar  5.900 6.200 6.600 6.900 

 

 

5.    Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Bidang   Pertanian  

a. Pengembangan agribisnis dengan fokus pada rehabilitasi kelembagaan. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan inovasi 

serta penyerapan teknologi agar mampu meningkatkan kuantitas, kualitas 

dan daya saing produk pertanian 
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b. Peningkatan upaya ketercukupan dan penganekaragaman konsumsi 

pangan yang aman dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat 

c. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

dalam rangka merehabililtasi lahan kritis dan terlantar serta 

mengembalikan fungsi kawasan lindung 

d. Peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan sumberdaya air melalui 

optimalisasi pemelilharaan dan pengelolaan mata air, daerah tangkapan air 

dan daerah aliran sungai. 

 

B.  PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN  2018. 

Dalam  Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 yang telah disepakati antara Kepala 

Dinas Pertanian dengan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 

yaitu sebagai berikut :  

 

No.  Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 

 

Meningkatnya produksi 
dan nilai tambah Sektor 
Pertanian 
 
 
 

 

       

- Padi         257.258  ton 261.140    101,51 

- Jagung            40.531  ton     39.674      97,89 

- Kedelai                228  ton     10.474 4.593,86 

- Daging           14.781 ton 15.864,99   107,33 

JUMLAH     104,53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 
Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga 
Tahun Anggaran 2018      

14 

v  

BAB III.  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawakan 

secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan 

melaksanakan misi organisasi kepada pihak–pihak yang berwenang menerima pelaporan 

akuntabilitas. 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan  sesuai dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai, 

yang telah di tetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Pertanian  pengukuran dimaksud itu 

merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada 

kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil. 

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah  dan masukan untuk proses 

menjadi keluaran penting dan pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Hingga akhir tahun 2018, Capaian Kinerja Dinas Pertanian tahun 2018 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel. 3.1. Capaian Kinerja OPD 

Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

2016 

Capaian 

2017 

Target 

2018 

Capaian 

2018 

capaian 

% 

Target 

2019 

Produksi padi Ton 226.707 254.711 257.258 261.140 101,51 252.003 

Produksi jagung Ton 43.095 40.130   40.531 39.674     97,89 40.936 

Produksi kedele Ton 134 225     228 10.474 4.593,86 702 

Produksi daging Ton 9.856 14.634 14.781 15.864,99 107,33 14.929 

Rata-rata kinerja 104,53  

 

    Pada tahun 2018 terdapat peningkatan produksi padi sebesar 26.141,35 ton dari 

234.999 ton pada tahun 2017 menjadi 261.140,35 ton di tahun 2018. Hal ini disokong oleh 

peningkatan produktivitas dari 53,95 kw/ha pada tahun 2017 menjadi 61,67 kw/ha pada 

tahun 2018. Luas panen padi tahun 2018 adalah seluas 42.346,2 ha. Pada tahun 2018 

tidak terjadi ledakan serangan hama penyakit tanaman seperti tahun 2017. Namun pada 

tahun 2018 terjadi kekeringan yang menyebabkan petani harus mengeluarkan biaya 

untuk mengairi sawah menggunakan pompa air. Bahkan kekeringan menyebabkan puso 

seluas 373,3 ha. 
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Produksi jagung selama tahun 2018 sebesar 39.672,8 ton pipilan kering. Luas panen 

jagung adalah 6.858,4 ha, dengan sentra tanaman jagug ada di Kecamatan Kutasari, 

Bojongsari, Mrebet dan Karangreja. Komoditas jagung mengalami penurunan produksi 

sebesar 11.804,2 ton. Begitu juga produktivitas mengalami penurunan sebesar 2,49 

kw/ha dari 60,34 kw/ha menjadi 57,85 kw/ha. 

Pada tahun 2018 Pemerintah mengalokasikan Program Perluasan Areal Tanam 

Kedelai seluas 10.000 ha di Kabupaten Purbalingga sehingga luas pertanaman kedelai 

melonjak menjadi 10.068,8 ha. Sampai dengan Desember 2018 sudah dipanen seluas 

8.419,4 ha menghasilkan produksi kedelai kering 10.473,5 ton. Hampir seluruh varietas 

kedelai yang ditanam adalah varietas grobogan, dengan produktivitas mencapai 12,44 

kw/ha. Produktivitas kedelai masih sangat penting untuk ditingkatkan dengan 

penyuluhan budidaya kedelai yang baik. 

Produksi daging pada tahun 2018 dibanding tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 

1.230,99 ton atau sebesar 7,76 %.  Kenaikan produksi daging disebabkan adanya 

kenaikan pemotongan yang signifikan pada hari raya Qurban dan hari raya lainnya 

juga adanya kenaikan konsumsi masyarakat untuk pemenuhan protein yang berasal 

dari daging ayam potong/broiler dan kecenderungan harga daging yang relatif stabil 

dan terjangkau masyarakat. Pada tahun 2018 juga ada kenaikan populasi ayam buras 

dengan adanya program BEKERJA  di 4 kecamatan yaitu Mrebet, Rembang, 

Kaligondang, Kutasari dengan sasaran 8.806 RTM, setiap RTM menerima 50 ekor 

ayam buras (total 440.300 ekor ayam) 

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian dalam mencapai target OPD untuk 

Pembangunan Gedung kantor BPP Kecamatan Kertanegara dan Kaligondang yang 

belum terlaksanakan dikarenakan proses lelang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) 

yang terlalu lama sehingga sampai batas waktu yang ditentukan tanggal 23 Juli 2018 

belum ada pemenang lelang (lelang masih berlangsung), kegiatan sertifikasi padi 

organik di Desa Limbasari yang belum bisa terealisasi karena dokumen pendukung 

yang masih kurang maksimal atau masih banyak lahan yang diusulkan masih dalam 

status konvensional/konversi, serta adanya serangan hama penyakit yang diakibatkan 

cuaca yang ekstrim. 

Inovasi yang dilakukan untuk mencapai sasaran dengan di bentuknya desa 

penghasil ternak (livestock village), perlu adanya aplikasi penyuluhan berbasis 

android,adanya program BEKERJA berbasis pertanian adanya BUMDES/BUMD 

pupuk organik, dibentuknya desa mandiri benih, adanya kerjasama Pemkab dan LIPI 

untuk pengembangan padi gogo, pengembangan kambing kejobong, teknologi 
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pengolahan pakan dan limbah, kerjasama Pemkab dan BATAN untuk penangkaran 

dan penyebaran benih). 

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran antara lain program Penguatan 

Kelembagaan Perangkat Daerah, Program Pengembangan Budidaya dan 

Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Program Pengembangan Budidaya 

dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura, Program Pengembangan Budidaya dan 

Pengolahan Hasil Perkebunan, Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner, Program Pengembangan Budidaya Peternakan dan Program 

Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan. 

  

B. Realisasi Anggaran 

Tabel 3.2  Realisasi Anggaran Tahun 2018 

No Program/Kegiatan 
Anggaran 

(Rp) 
Realisasi (Rp) 

 
% 

1 
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat 
Daerah 

1.699.479.000 1.503.399.585 88,76 

2 
2 

Program Pengembangan Budidaya dan 
Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan 

5.689.202.000 4.782.999.810 84,07 

3 Program Pengembangan Budidaya dan 
Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura 

314.250.000 283.386.800  90,18 

4 Program Pengembangan Budidaya dan 
Pengolahan Hasil Perkebunan 

274.250.000 271.386.000 98,96 

5 Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan 
Masyarakat Veteriner 

253.940.000    243.049.628   95,71 

6 Program Pengembangan Budidaya 
Peternakan 

211.799.000 211.799.000 100 

7 Program Pengembangan, Pengolahan dan 
Pemasaran Produk Peternakan 

208.995.000 208.942.000 99,97 

 JUMLAH 8.651.915.000 7.509.962.823 86,80 

 

Realisasi Program dan Kegiatan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 

1. Program Penguatan Kelembagaan Daerah 

a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dengan alokasi anggaran 

Rp.  803.675.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 720.636.408,- (89,67 %) 

untuk terlaksananya operasional kantor seperti;  Alat Tulis Kantor, Telp, Listrik,  

Honor PTT dan Harlep, Belanja perlengkapan kebersihan, bendera, umbul-

umbul, gas, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu  serta 

jasa transaksi keuangan.  

Permasalahan; 
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- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

b. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan alokasi anggaran Rp. 

205.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 204.739.680 (99,87 %) untuk 

membiayai  perjalanan dalam dan luar daerah, rapat-rapat, koordinasi, 

konsultasi dalam sebanyak 566 OH dan luar daerah  dengan instansi vertikal 

provinsi dan kementrian Pertanian sebanyak 242 OH, sedangkan perjalanan 

dinas dalam daerah untuk koordinasi dengan SPKD terkait di daerah. 

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dengan alokasi anggaran Rp. 

315.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 266.525.275,- (84,61 %) 

untuk kegiatan pemeliharaan gedung 26 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 6 

unit, pengadaan suku cadang roda 4 dan roda 2 sebanyak 53 unit, kendaran 

roda 3 sebanyak 5 unit, 14 unit komputer, 10 unit laptop, 3 unit mesin ketik 

manual, 11 unit AC, 16 unit printer, 3 unit meja, 1 unit lemari es, 3 unit kursi 

rapat, 2 unit lemari arsip, 5 unit kunci laci, 1 unit mesin faxsimile, 1 unit CCTV,  

bahan bakar minyak 19.950 liter, minyak pelumas 112 liter, dan perpanjangan 

STNK 63 unit.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan alokasi anggaran 

Rp. 38.010.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.995.000,- (99,96 %) 

digunakan untuk kegiatan pengadaan 1 buah lemari arsip, 1 buah layar 

proyektor, 1 bh tangga alumunium, dan 5 paket jaringan internet.    

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 
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- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dengan alokasi anggaran Rp. 

80.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.047.986,- (45,97 %) 

digunakan diklat pengadaan barang dan jasa untuk 4 orang dan diklat 

penyuluhan, serapan keuangan rendah dikarenakan diklat dasar penyuluhan 48 

orang CPNS yang rencananya akan dilaksanakan di Malang Jawa Timur, 

ternyata dapat dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga sehingga terdapat 

efisiensi anggaran.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

f. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD 

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD 

dengan alokasi anggaran Rp. 13.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.  

12.976.000,- (99,82 %) digunakan untuk kegiatan penyusunan, Renja,  LKPJ 

dan LPPD dan ILPPD masing masing 5 buku serta belanja makanan dan 

minuman RAKOR POK.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan       

g. Pengelolaan BPP Kecamatan 

Kegiatan Pengelolaan BPP Kecamatan dengan alokasi anggaran Rp. 

244.194.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 228.479.236,- (93,56 %) 

digunakan untuk bahan dan jasa perkantoran BPP kecamatan, rapat-rapat PPL 

tingkat kecamatan, pemeliharaan gedung BPP kecamatan sebanyak 18 BPP.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

Tidak hal yang perlu dilaporkan 

2. Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian 

Tanaman Pangan  

a. Fasilitasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis 
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Fasilitasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis dengan alokasi anggaran Rp. 

70.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 69.855.500,- (99,79 %) digunakan 

untuk pelatihan bintek PUAP 1 kali, rapat-rapat dan perjalanan dinas.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

b. Pengembangan Irigasi Partisipatif dan Pendampingan PSP 

Kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif dan Pendampingan PSP dengan 

alokasi anggaran Rp. 100.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 92.371.494,- 

(92,37 %) digunakan untuk verifikasi CPCL, Rapat Koordinasi dan Monev 

Kegiatan PSP APBN TP sebanyak 12 kali.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

Tidak hal yang perlu dilaporkan 

c. Penyediaan Infrastruktur Pertanian (DAK) 

Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pertanian (DAK) dengan alokasi anggaran 

Rp. 3.132.757.000,- dan realisasi anggaran Rp. 2.300.698.530,- (73,44 %) 

digunakan untuk pembangunan dam parit sebanyak 11 paket, pembangunan 

embung 1 paket, perbaikan BPP 3 paket dan pengadaan personal komputer 

serta printer 18 paket yang diserahkan ke masing-masing BPP kecamatan.  

Permasalahan; 

-   Rencana pembangunan BPP Kecamatan Kaligondang dan Kertanegara tidak 

bisa dilaksanakan dikarenakan proses lelang di Unit Layanan Pengadaan 

(ULP) yang terlalu lama sehingga sampai batas waktu ditentukan yaitu 

tanggal 23 Juli 2018, belum ada pemenang lelang (proses lelang masih 

berlangsung), hal ini menyebabkan realisasi keuangan menjadi rendah 

dikarenakan  anggaran sebesar Rp. 825.000.000,- tidak dapat terserap. 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

 

 

d. Pengelolaan UPTD Perbenihan 

Kegiatan Pengeloaan UPTD Perbenihan dengan alokasi anggaran Rp. 

441.125.000,- dan realisasi anggaran Rp. 419.416.986,- (95,08 %) digunakan  
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untuk kegiatan Pengelolaan Balai Benih Padi  Mewek 19 ha, Balai Benih Padi 

Karangkemiri 7 ha, Kebun Induk Perkebunan Cendana 2 ha, menghasilkan 

benih  padi dan hasil tanaman perkebunan. Dengan hasil Restribusi Penjualan 

Produksi Usaha Daerah dari Target sebesar Rp. 531.000.000,00 Realisasi Rp. 

531.800.000,- (100,15%) 

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

 

e. Pendampingan UPSUS Pajale  

Kegiatan Pendampingan UPSUS Pajale dengan alokasi anggaran Rp. 

357.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 356.553.500,- (99,87 %) untuk Farm 

Field Day (FFD) 6 kali, demplot tanaman jagung 2 unit, demplot tanaman padi 2 

unit, Raor UPSUS tingkat kecamatan 18 kali, Rakor UPSUS tingkat kabupaten 

6 kali dan  rakor statistik tanaman pangan 6 kali. 

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

f. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan SDM Pertanian 

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan SDM 

Pertanian dengan alokasi anggaran Rp. 310.000.000,- dan realisasi anggaran 

Rp. 307.432.000,- (96,17 %) digunakan untuk rapat rutin 18 BPP, rembug 

paripurna KTNA 1 kali, lomba kelembagaan bidang penyuluhan tingkat propinsi 

10 kategori, lomba kelembagaan bidang penyuluhan tingkat kabupaten 10 

kategori, up date data kelembagaan penyuluhan 18 kecamatan, diklat petani 20 

orang dan penumbuhan kelompok pemuda tani 18 kelompok.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

 

g. Pemutakhiran Data Kartu Tani dan RDKK Pupuk Bersubsidi  
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Kegiatan Pemutakhiran Data Kartu Tani dan RDKK Pupuk Bersubsidi dengan 

alokasi anggaran Rp. 211.320.000,- dan realisasi anggaran Rp. 208.437.300,- 

(98,64 %) digunakan untuk up date kartu tani kartu tani di 239 desa.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

h. Bantuan Bibit, Alsintan dan Pupuk Organik Bagi Masyarakat. 

Kegiatan Bantuan Bibit, Alsintan dan Pupuk Organik Bagi Masyarakat dengan 

alokasi anggaran Rp. 180.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 179.961.500,- 

(99,91 %) digunakan bantuan bibit, alsintan dan obat-obatan untuk 55 kali 

kegiatan gebrak, pengelolaan brogade alsintan untuk 1 kabupaten dan 

pengawasan alsintan untuk 18 kecamatan.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

i. Pengembangan Pertanian Organik dan sertifikasi Organik (DBH-CHT) 

Tanaman Pangan.  

Kegiatan Pengembangan Pertanian Organik dan sertifikasi Organik (DBH-CHT) 

Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran Rp. 102.000.000,- dan realisasi 

anggaran Rp. 65.030.000,- (63,75 %) digunakan untuk demplot pertanian 

organik 10 ha dan gerakan pertanian organik 1 kali. 

Permasalahan; 

- Sertifikasi Organik tidak dapat dilaksanakan disebabkan lokasi kegiatan 

seharusnya ada perlakuan awal menuju pertanian organik selama 3 tahun, 

hal menyebabkan realisasi keuangan menjadi rendah dikarenakan anggaran 

sebesar Rp. 33.800.000 yang digunakan untuk sertifikasi tidak bisa terserap. 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

j. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian 

Kegiatan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian dengan alokasi 

anggaran Rp. 85.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 83.460.000,- (98,19 %)  

digunakan untuk Penyusunan programa penyuluhan tingkat desa, kecamatan 

dan kabupaten, penyuluhan pertanian melalui tayangan radio, website dan 

media sosial serta rapat-rapat penyusunan programa penyuluhan.  
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Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

k. Perlindungan Tanaman  

Kegiatan Perlindungan Tanaman dengan alokasi anggaran Rp. 50.000.000 dan 

realisasi anggaran Rp. 49.838.000,- (99,68 %) digunakan  untuk kegiatan 

demplot pengendalian hama terpadu 1 kelompok tani dan gerakan 

pengendalian hama terpadu 1 kali. 

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

l. Penyediaan Infrastruktur Pertanian (DAU) 

Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pertanian (DAU) dengan alokasi anggaran 

Rp. 650.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 649.945.000,- (99,99 %) 

digunakan untuk pembangunan dam parit 1 paket, pembangunan jaringan 

irigasi tersier 1 paket dan pemabngunan jalan usahatani 2 paket.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

3. Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian 

Hortikultura 

a. Festival dan Promosi Produk Pertanian 

Kegiatan Festival dan Promosi Produk Pertanian dengan alokasi anggaran Rp. 

264.250.000,- dan realisasi anggaran Rp. 234.504.000,- (88,74 %) digunakan 

untuk lomba buah 1 kali, festival hasil pertanian 1 kali, soropadan agro expo 1 

kali, dan pasar murah 6 kali.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

b. Fasilitasi Peningkatan Produktivitas Budidaya Jamur Konsumsi (DBH-CHT) 

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Produktivitas Budidaya Jamur Konsumsi 

(DBH_CHT) dengan alokasi anggaran Rp. 50.000.000,- dan realisasi anggaran 
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Rp. 48.882.800,- (97,77 %) digunakan untuk pembuatan kumbung jamur dan  

bahan bau jamur merang 1 paket.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

 

4. Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perkebunan 

a. Sertifikasi Pohon Kelapa Deres Organik 

Kegiatan Sertifikasi Pohon Kelapa Deres Organik dengan alokasi anggaran Rp. 

170.500.000,- dan realisasi anggaran Rp. 167.872.000,- (98,46 %) digunakan  

untuk kegiatan sertifikasi pohon kelapa 1 paket untuk 450 lahan.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

b. Pembinaan Pascapanen Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan 

Kegiatan Pembinaan Pascapanen Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan 

dengan alokasi anggaran Rp. 54.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 

53.959.000,- (99,92 %) 78.454.000,- digunakan  untuk kegiatan pelatihan 

pengolahan hasil pertanian 1 kali dan pengadaan alat pengolahan hasil 

tanaman perkebunan hortikultura 5 unit.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

c. Perlindungan Tanaman Perkebunan 

Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan dengan alokasi anggaran Rp. 

49.750.000,- dan realisasi anggaran Rp. 49.555.000,- (99,61 %) digunakan  

untuk pembinaan petani 105 orang.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

5. Program Kesehatan Hewan dam Kesehatan Masyarakat Veteriner 

a. Pengembangan RPH Kembaran Kulon 
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Kegiatan Pengembangan RPH Kembaran Kulon dengan alokasi anggaran Rp. 

35.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 34.894.000,- (99,70 %) digunakan  

untuk pembangunan bangunan tower air Rumah Potong Hewan (RPH) 1 paket.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan 

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan alokasi anggaran Rp. 

66.125.000,- dan realisasi anggaran Rp. 66.122.400,- (100 %) digunakan  untuk 

pengadaan ternak kambing pengobatan ternak secara massal dan mendeteksi 

kematian unggas 20 desa di Kabupaten Purbalingga.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

c. Pengelolaan UPT Puskeswan 

Kegiatan Pengelolaan UPT Puskeswan dengan alokasi anggaran Rp. 

68.125.000,- dan realisasi anggaran Rp. 67.000.000,- (98,35 %) digunakan  

operasional dan pengadaan obat-obatan untuk mengobati 1.000 ekor ternak 

besar, 1.600 ekor ternak kecil dan 800 ekor ayam.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

d. Pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) 

Kegiatan Pengelolaan Rumah Potong Hewan dengan alokasi anggaran Rp. 

64.690.000,- dan realisasi anggaran Rp. 55.033.228,- (85,07 %) digunakan  

untuk biaya operasional Rumah Potong Hewan, serapan tidak bisa tinggi 

karena ada efisiensi penggunaan air sebagai akibat dari pembangunan 

bangunan tower penampung air.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

e. Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner 
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Kegiatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan alokasi 

anggaran Rp. 20.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 20.000.000,- (100 %) 

digunakan penyuluhan-penyuluhan dalam rangka peningkatan sumber daya 

manusia dalam pengelolaan hewan pasca disembelih. 

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

6. Program Pengembangan Budidaya Peternakan 

a. Peningkatan Layanan Inseminasi Buatan (IB) 

Kegiatan Kontes Ternak dengan alokasi anggaran Rp. 50.000.000,- dan 

realisasi anggaran Rp. 50.000.000,- (100 %) digunakan  untuk pelayanan 

inseminasi buatan 4.500 dosis.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

b. Pelatihan dan Magang Peternak/Pelaku Usaha Peternakan (DBH-CHT) 

Kegiatan Pelatihan dan Magang Peternak/Pelaku Usaha Peternakan (DBH-

CHT) dengan alokasi anggaran Rp. 61.500.000,- dan realisasi anggaran Rp. 

61.500.000,- (100 %) digunakan untuk pembinaan pelaku usaha peternakan di 

Kabupaten Purbalingga.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

c. Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Peternak 

Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Peternak dengan alokasi 

anggaran Rp. 75.299.000,-  dan realisasi anggaran Rp. 75.299.000,- (100 %) 

digunakan  untuk peningkatan populasi dan produktivitas ternak 2,50%, 

mengirim peserta pelatihan  30 orang, pelatihan bagi kelompok penerima 

kegiatan 30 orang, dan pengadaan itik manila untuk bantuan desa miskin yaitu 

Desa Kemangkon sebanyak 120 ekor.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 
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- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

d. Statistik Peternakan 

Kegiatan Statistik Peternakan dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.000,- dan 

realisasi anggaran Rp. 25.000.000,- (100 %) digunakan  untuk pendataan 

bidang peternakan 18 kecamatan dan pembuatan buku statistik 5 buah.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

e. Pembinaan dan Promosi PPHP Peternakan 

Kegiatan Pembinaan dan Promosi PPHP Peternakan dengan alokasi anggaran 

Rp. 20.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 19.940.750,- (99,70 %) digunakan  

untuk peltaihan peternak 20 orang.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

7. Program Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan 

a. Kontes Ternak 

Kegiatan Kontes Ternak dengan alokasi anggaran Rp. 60.000.000,- dan 

realisasi anggaran Rp. 59.997.000,- (99,99 %) digunakan  untuk kontes ternak 

di Kabupaten Purbalingga.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 

Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

b. Pembinaan dan Promosi PPHP Peternakan dan Gerakan Mengkonsumsi 

Pangan Asal Hewan. 

Kegiatan Pembinaan dan Promosi PPHP Peternakan dan gerakan 

mengkonsumsi Pangan Asal Hewan dengan alokasi anggaran Rp. 

148.995.000,- dan realisasi anggaran Rp. 148.945.000,- (99,97 %) digunakan  

untuk pelatihan pengolahan hasil ternak 30 orang, promosi dan dan fasilitasi 

hasil peternakan 5 kali, gerakan mengkonsumsi pangan asal hewan dan pasar 

murah 10 kali.  

Permasalahan; 

- Tidak ada permasalahan 
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Hal-hal yang perlu dilaporkan; 

- Tidak hal yang perlu dilaporkan 

 

D. Permasalahan dan Solusi. 

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja, program, kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Rencana Pembangunan BPP Kecamatan Kaligondang dan Kertanegara tidak bisa 

dilaksanakan dikarenakan proses lelang DI ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang 

terlalu lama sehingga sampai batas waktu yang ditentukan tanggal 23 Juli 2018 

belum ada pemenang lelang (proses lelang masih berlangsung) 

2. Kegiatan sertifikasi padi organik di Desa Limbasari belum bisa tersertifikasi karena 

dokumen pendukung yang belum bisa memnuhi persayaratan untuk disertifikasi. 

3. Adanya serangan hama penyakit tanaman karena cuaca yang ekstrim 

 

Solusi untuk pemecahan masalah tersebut diatas adalah : 

1. Diusulkannya kembali pembangunan pembangunan gedung kantor BPP 

Kecamataan kertanegara dan Kaligondang 

2. Proses sertifikasi organik di Desa Limbasari perlu adanya pendampingan secara 

maksimal minimal selama 2 tahun, dan untuk tahun ke 3 baru diusulkan proses 

sertifikasi organik 

3. Dilaksanakannya Gerdal (Gerakan Pengendalian) terhadap serangan hama 

penyakit 

 

 E. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan 

Tidak ada hal lain yang dianggap perlu dilaporkan 
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IV.  PENUTUP 
 

 
A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan 

1. Capaian Kinerja Organisasi tahun 2018 adalah : 

a. Capaian produksi padi : 101,51% 

b. Capaian Produksi jagung : 97,89 % 

c. Capaian produksi kedelai : 4.593,86% 

d. Capaian produksi daging : 107,33% 

            Rata-rata capaian kinerja dari target dan ralisasi sebesar 104,53% 

2. Dari hasil pengukuran kinerja dari Akuntabilitas Keuangan,  Program/Kegiatan 

Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2018 menunjukan bahwa besarnya capaian 

serapan anggaran sebesar 86,80 % 

B.  Permasalahan Yang Dihadapi 

1. Rencana Pembangunan BPP Kecamatan Kaligondang dan Kertanegara tidak bisa 

dilaksanakan dikarenakan proses lelang DI ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang 

terlalu lama sehingga sampai batas waktu yang ditentukan tanggal 23 Juli 2018 

belum ada pemenang lelang (proses lelang masih berlangsung) 

2. Kegiatan sertifikasi padi organik di Desa Limbasari belum bisa tersertifikasi karena 

dokumen pendukung yang belum bisa memnuhi persayaratan untuk disertifikasi. 

3. Adanya serangan hama penyakit tanaman karena cuaca yang ekstrim 

C. Strategi Pemecahan Masalah, 

1. Diusulkannya kembali pembangunan pembangunan gedung kantor BPP 

Kecamataan kertanegara dan Kaligondang 

2. Proses sertifikasi organik di Desa Limbasari perlu adanya pendampingan secara 

maksimal minimal selama 2 tahun, dan untuk tahun ke 3 baru diusulkan proses 

sertifikasi organik 

3. Dilaksanakannya Gerdal (Gerakan Pengendalian) terhadap serangan hama 

penyakit 

          Purbalingga,   31 Desember  2018 

 

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Purbalingga 

 

 

Ir. LILY PURWATI 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19590614 198603 2 005  
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INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU) 

DINAS PERTANIAN 

 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Utama 

Formulasi 

Perhitungan 

Target 

Ton/Tahun 

 Meningkatnya 
produksi dan Nilai 
Tambah Sektor 
Pertanian 

   

1  Produksi padi  Total Luas penen 
Padi X Provitas 
Kw/Ha 

257.258 

2  Produksi jagung Luas penen Jagung  
X Provitas Kw/Ha 

  40.531  

3  Produksi  kedelai Luas penen Kedelai  
X Provitas Kw/Ha 

       228 

4  Proguksi Daging Total Produksi 
Daging 

  14.781  

 

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Purbalingga 

 

 

 

Ir. LILY PURWATI 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19590614 198603 2 005 
 

 


